
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Mcngingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan 
Akuntansi Berbasis Akrual; 

b. bahwa deogan adanya perkcmbangan keadaan dan 
tingkat kebutuhan, khususnya kebutuhan 
penetapan kebijakan akuntansi berbasis akrual, 
rnaka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu 
ditinjau kembali dan disesuaikan dengan 
menerbitkan peraturan yang baru; 

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib 
administrasi, transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan 
Bupati Pwworejo Nomor 49 Tahun 2012 tentang 
Kcbijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Purworejo scbagairnana tclah diubah dengan 
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo 
Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo; 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWOREJO, 

KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL 
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KEBIJAKAN 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG 
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL. 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang•Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran-Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 4844); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
ten tang Standar Akuntansi Pemcrintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual di Llngkungan 
Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworcjo Nomor 3 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengclolaan 
Kcuangan Dacrah Kabupaten Purworcjo (Lembaran 
Dacrah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3); 

Menetapkan 
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(3) Kerangka Konseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
merupakan landasan teoritis yang memuat tujuan pelaporan 
keuangan, karakteristik kualitatif informasi keuangan, elemen atau 
unsur-unsur laporan keuangan, asurnsi dasar, prinsip-prinsip 
akuntaosi dan kendala informasi akuntansi, selengkapnya 
tercantum dalarn Lampiran I yang merupakan bagian lidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Kebijakan Akuntansi Pclaporan Keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan 
keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian 
pelaporan keuangan, selengkapnya tercantum dalarn Lampiran n 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(I) Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual berpcdoman pads SAP. 

(2) Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) terdiri atas: 
a. Kerangka Konseptual; 
b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; den 
c. Kebijakan Akuntansi Alrun. 

Pase.I 2 

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Purworejo; 
4. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhlisaran transaksi dan kejadian keuangan, 
penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajie.n laporan. 

5. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa 
itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 
atau dibayar. 

6. Kebijakan Akuntansi Bcrbasis Akrual Pemerintah Kabupaten 
Purworejo yang selanjutnya disebut Kebijakan Akuntansi Berbasis 
Akrual adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 
aturan-aturan dan praktik-praktik akuntansi berbasis akrua1 yang 
dipilih oleh pemerintah Kabupaten Purworejo untuk memenuhi 
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka 
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap 
anggaran, antar periode maupun antar entitas. 

7. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP 
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalarn menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

Pasal 1 
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BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2014 NOMORl6.2SERI E NOMOR 13.2 

TRI HANOOYO 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 28 Mei 2014 

SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Ttd 

MAHSUN ZAIN 

Oitetapkan di Purworejo 
pada tanggal 28 Mei 2014 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. 

Agar sctiap orang mcngctahuinya, mcmerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan Pencmpatannya dalam Berita Oacrah 
Kabupaten Purworejo. 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2012 tcntang 

Kebijakan Akuntansi Pemcrintah Kabupaten Purworejo [Berita 
Oacrah Kabupatcn Purworcjo Tahun 2012 Nomor 49); 

b. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2013 tentang 
Perubahan alas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2012 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo 
(Berita Oaerah Kabupaten Purworcjo Tahun 2013 Nomor 55); 

c. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 115.1 Tahun 2013 tentang 
Kebijakan Akuntansi Penyusutan Asct Tetap Pemerintah Kabupaten 
Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 
115.1); 

dicabut dan dinyatakan tidak berla.ku. 

PasaJ 3 

(5) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c, mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian 
dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dcngan 
Pemyataan Standar Akuntansi Pernerintahan, selengkapnya 
tercantum dalam Lampiran m yang rnerupakan bagian tida.k 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 


